PARADIGMA HISTORIS PENDIDIKAN AGAMA

 AGAR DOKTRIN AGAMA FUNGSIONAL DI ERA MODERN

BAB I     PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH


Paradigma konvensional pendidikan agama yang menekankan pendekatan doktriner normatif telah gagal menjawab tantangan zaman. Pendekatan ini tidak dapat mengakomodasi ide-ide modern seperti konsep negara, demokrasi, dan nasionalisme. Akibatnya umat Islam mengalami split identity (kepribadian terpecah), dimana kesalehan individual tidak berdampak pada terbentuknya kesalehan pada sektor publik, sehingga kita sering melihat fenomena yang kontradiktif: seorang yang melakukan ibadah haji berkali-kali, tetapi mereka melakukan korupsi ketika terjun dalam sektor publik. Fenomena seperti ini yang dinamai sekulerisme sektor publik. 


Kalau tidak jeli kita tidak dapat melihat fenomena sekulerisme sektor publik ini, karena kita melihat jumlah tempat ibadah yang semakin bertambah; jama’ah haji dari Indonesia juga terbanyak di dunia; dan berbagai simbol keagamaan semarak dan mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Dampak fenomena sekulerisme sektor publik ini sungguh sangat fatal, kita gagal mewujudkan salvation di dunia ini, seperti gap sikaya dan simiskin begitu mencolok. Memang sekulerisme sektor publik di Barat sangat mencolok, tetapi Barat berhasil mewujudkan salvation di dunia ini seperti relatif terjaminnya kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Hal ini sebagai hasil dari proyek sekulerisasi, yaitu adanya pemisahan managemen sektor publik (urusan negara) dan managemen sektor privat (urusan agama) sehingga sektor publik terhindar dari politisasi agama.  
Proyek sekulerisasi di Barat dioperasionalkan untuk menjamin tegaknya sistem demokrasi yang setia pada prinsip check and balance, sehingga sektor publik mendukung tumbuh-kembangnya sektor privat agar dapat memerankan diri sebagai pendukung konsep civil society, yang akan melakukan kritik kontruktif terhadap jalannya pemerintahan. Prinsip check and balance inilah yang seringkali dilupakan oleh para pendukung negara bangsa di negara-negara dunia ketiga dan mereka cederung pada salah satu feature sentralisasi demi mempertahankan kekuasaan bagi diri dan kelompoknya. Padahal, negara Barat tidak melakukan sentralisasi secara berlebihan dan negara menjalin kerjasama dengan sektor privat dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan di The Uniteted States of America (USA), jumlah pegawai seluruh negara bagian dan negara federal sekaligus lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai di sektor privat. 

Memang proyek sekulerisasi berdampak pada mewabahnya endemi sekulerisme di Barat, terutama di sektor publik. Sedangkan di sektor privat, gejala sekulerisme tidak terjadi. Paling tidak ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga research ICM terhadap kepercayaan agama di era modern, dimana 92% rakyat USA masih percaya kepada kekuatan adikodrati. Hasil survey yang lebih mencengangkan, di negara yang sudah mengalami proses modernisasi begitu lama itu, 91% rakyatnya percaya kalau kehidupan akan lebih damai kalau percaya kepada Tuhan (BBC, 2004: 1-3). 

Krisis sektor publik di Barat tidak merugikan eksistensi negara bangsa secara individual, tetapi hal itu tidak dapat menjelaskan tata pergaulan dunia yang melibatkan hubungan antar bangsa dan negara, sehingga dari peradaban modern Barat lahir malapetaka dalam sejarah kemanusiaan seperti penjajahan, Perang Dunia I dan II, perang dingin, dan banyak revolusi yang mengingjak-nginjak martabat kemanusiaan dan mengancam nyawa manusia secara langsung. 

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, kita tahu bahwa krisis yang sedang melanda Barat adalah sekulerisme sektor publik. Indonesia pun sedang mengalami krisis sektor publik karena Pendidikan Agama masih menggunakan pendekatan konvensional yang menafsirkan Al-Qur’an secara skriptural. Pengajaran model konvensional ini hanya mengajarkan doktrin-doktrin agama yang bersifat normatif dengan pendekatan deduktif. Metoda konvensional ini perlu dilengkapi dengan pendekatan induktif berdasarkan paradigma historis sebagai konteks bagi diterapkannya doktrin dalam kehidupan sehari-hari. Doktrin-doktrin agama bukan sesuatu yang netral, tetapi sangat tergantung pada sistem yang menjadi acuan. 

Contohnya, konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, karena keadilan bukanlah suatu yang statis. Bila pemerintah memberi subsidi komoditi bensin kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah adil? Jawabannya bisa iya bisa tidak, sangat tergantung dari sudut pandang yang dijadikan acuan. Yang jelas, yang menerima subsidi lebih banyak adalah orang kaya yang memiliki kendaraan banyak. Tetapi apakah orang Irian Jaya yang masih memakai koteka diuntungkan dengan kebijakan ini? Mereka tidak mendapatkan apa-apa! Memang keadilan memiliki ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik yang obyektif, namun perlu dijabarkan dalam suatu konteks agar aplikatif.

 Selama ini Pendidikan Agama di Indonesia mengikuti sistem yang berlaku di Barat sehingga Pendidikan Agama tidak masuk dalam konteks sektor publik. Pendidikan identitas yang disosialisasikan dalam sektor publik adalah Pendidikan Sejarah, eks-PSPB dan Pendididkan Kewarganegaraan. Ketiga pendidikan ini menekankan pada konsep nasionalisme sebagai penopang bagi eksistensi negara bangsa Indonesia. Saya melihat pendidikan identitas ini gagal menjalankan misinya karena nasionalisme sebagai produk peradaban Barat tidak pernah dimaksudkan sebagai sumber nilai. Seharusnya dalam pendidikan identitas itu diselipkan nilai-nilai agama, karena agama merupakan sumber nilai yang otoritatif. Memang Pendidikan Agama perlu dijabarkan dalam Paradigma Historis agar operasional, karena seperti contoh di atas, konsep keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan perlu diterapkan atau dibandingkan dengan suatu konteks historis yang jelas. 


Berdasarkan batasan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan paradigma historis pendidikan agama?

2. Bagaimanakah wujud pendidikan agama berdasarkan paradigma historis itu?

3. Bagaimanakah teologi sektor publik menurut agama Islam?

4. Bagaimanakah pendidikan identitas sektor publik berdasarkan paradigma historis?

5. Sejauhmanakah sampel buku Pendidikan Agama SMP dari kelas 1-3 sudah menerapkan paradigma historis?

6. Sejauhmanakah buku Pendidikan Agama di SMP itu mencerminkan pendidikan identitas sektor publik?





BAB II   TINJAUAN PUSTAKA


Indonesia dapat dikatakan sebagai negara Islam, dalam arti mayoritas penduduknya beragama Islam, dan bahkan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Tetapi ironisnya, Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Hal ini menunjukkan kita sedang menderita krisis akut di era modern sekarang ini. Dalam situasi yang kalut ini kita seringkali menyalahkan pada peradaban Barat sebagai akar dari semua permasalahan ini. Kita hendaknya bersifat obyektif dengan menerima apa-apa yang baik dari Barat dan berusaha menawarkan alternatif bagi perbaikan keadaan yang sedang berlangsung.


Salah satu dampak negatif peradaban Barat adalah menyebarnya virus sekulerisme sebagai penyebab dari atheisme. Walaupun orang Barat masih mempercayai akan eksistensi Tuhan, 92% di USA (BBC News, 2004: 1-3), tetapi mereka sudah tidak menjalankan ritus-ritus agama formal, sehingga mereka dikenal dengan penganut “deisme” (Nurcholish Madjid, 1995: 150-151). 


Atheisme simbolik mungkin sulit menimpa umat Islam karena Al-Qur’an dan Hadits sudah mengatur ritual agama secara rinci, tetapi secara substansi kita mungkin sudah jumbuh dengan sikap atheis karena kita masih saja mengekor pada kemajuan peradaban Barat. Seharusnya kita kritis, bukan berarti anti, terhadap ideologi-ideologi produk Barat agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta sejarah bangsa sendiri. Paradigma historis dimaksudkan menempatkan ideologi-ideologi produk Barat dan juga agama dalam konteks Indonesia dan selanjutnya menempatkan agama dalam dialektika dengan kemajuan ipteks agar menjadi agama reformatif (Saefur Rochmat, 2005: 269).


Wabah sekulerisme tidak dapat dihadapi sendiri oleh umat Islam, bukankah umat Kristen dan Yahudi secara bersama-sama telah gagal membendung laju sekulerisme. Sekulerisme harus dilawan melalui kerjasama semua agama, sehingga Pendidikan Agama dituntut tidak lagi bersifat eksklusif. Hal ini hanya mungkin dilakukan bila kita mengadopsi Paradigma Historis dan lalu kita dituntut untuk merumuskan Teologi Sektor Publik. Teologi Sektor Publik ini dimaksudkan untuk mereformasi pendidikan identitas yang bertumpu pada Pendidikan Sejarah, eks-PSPB, dan Pendidikan Kewarganegaraan karena terlampau menekankan segi nasionalisme, padahal nasionalisme sebagai produk peradaban Barat tidak pernah dimaksudkan sebagai sumber nilai. Pendidikan Agama yang disusun dengan Paradigma Historis diharapkan mampu ditampilkan dalam sektor publik.


Kerangka teori tersebut disusun berdasarkan referensi dari berbagai sumber. Teologi Sektor Publik sebagai suatu bentuk teologi baru diambil dari pendapat Amos Funkenstein dalam bukunya Theology and the Scientific Imagination: from the Middle Ages to the Seventeenth Century dan tulisan M. Amin Abdullah (2005). Kedua buku itu menjelaskan bahwa Teologi tradisional menggunakan pendekatan klasik Filsafat Stoic yang mendasarkan diri pada prosedur logika sebagai pisau analisa. Pendekatan filsafat ini merupakan pengaruh Filsafat Skolastik Aristoteles, bukan pendirian Aristoteles dan Plato sendiri. Perhatian Skolastik Aristoteles lebih kepada definisi dan cenderung memilahkan sesuatu hitam-putih. Sedangkan menurut Aristoteles dan juga diikuti kelompok Burhani di dunia Muslim, kebenaran itu menuntut keselarasan antara konsep dan fenomena atau bersatunya pengetahuan dengan perbuatan (Verum et factum convertuntur). 


Teologi Sektor Publik dalam Islam yang dirumuskan sebagai hasil dialektika Rukun Iman dan Rukun Islam dielaborasi dari pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam bukunya Prisma Pemikiran Gus Dur dan Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren. Keduanya diterbitkan oleh LKIS. Teologi Sektor Publik merupakan hasil reinterpretasi ajaran agama sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qaur’an. Sebagaimana diuraikan dalam bukunya Tuhan Tidak Perlu Dibela, Gus Dur dengan elegan menafsirkan kembali ajaran agama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern. Hasil dari dialektika agama dan ipteks modern dikenal dengan Agama Reformis (Saefur Rochmat, 2005). Saefur (2004) dalam buku Sejarah Islam Indonesia menawarkan paradigma Islam Historis didalam memaknai kembali Al-Qur’an, dimana Al-Qur’an dan perkembangan ipteks harus difilter dengan kondisi historis daerah yang menjadi sasaran dakwah.


Al-Qur’an sebagai teks terbuka memungkinkan adanya multitafsir berdasarkan konteks historis sasaran dakwah yang berbeda. Untuk dapat memahami suatu norma dalam Al-Qur’an secara kritis, kita perlu memahami pendekatan hermenetika yang diperkenalkan Jurgen Habermas. Kajian kritis terhadap karyanya dapat dipelajari dari John B. Thompson dalam Studies in the Theory of Ideology. Penafsiran kembali Al-Qur’an secara kritis dimaksudkan untuk mengatasi krisis akut dunia modern yang sedang dilanda wabah sekulerisme. Wabah ini hanya mungkin dihentikan oleh agama, bila agama-agama sudah mampu merumuskan Pendidikan Agama yang inklusif, sehingga mereka akan mampu merumuskan etika global secara meyakinkan (Hans Kung, 2002). 


Teologi Sektor Publik adalah mutlak, karena setiap Muslim percaya kalau mereka berkewajiban menegakkan syariah (Islamic law). Memang ada berbagai penafsiran tentang syariah, dan yang ditawarkan disini adalah syariah yang bebas kepentingan politik karena penulis percaya kalau kebenaran Islam bersifat obyektif dan tidak memerlukan dukungan kekuatan politik. Memang dalam implementasi kebenaran Islam memerlukan suatu power tapi tidak harus bermakna politik. Yang sering dipahami secara salah kaprah adalah memahami syariah Islam identik dengan fiqih (Lies Marcoes-Natsir, 2004).




BAB III  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN


Penelitian ini bertujuan merumuskan Paradigma Historis dalam Pendidikan Agama Islam, sebagai upaya menjadikan Pendidikan Agama sebagai pendidikan identitas di sektor publik dalam rangka mencegah wabah sekulerisme di era modern. Sebagai langkah kongkrit, penelitian ini bermaksud mengevaluasi satu seri buku Pendidikan Agama SMP agar mengetahui sejauhmanakah buku itu mendekati Paradigma Historis.

Kontribusi penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dengan menawarkan suatu paradigma baru, Paradigma Historis, bagi penulisan buku Pendidikan Agama. Dengan paradigma historis ini diharapkan Pendidikan Agama bisa menjadi pendidikan identitas di Sektor Publik.




BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PARADIGMA HISTORIS PENDIDIKAN AGAMA

Usaha untuk memerankan agama sebagai alternatif bagi peradaban modern masih belum berhasil, karena segi material dari peradaban modern masih sangat menggiurkan, teristimewa bagi generasi muda. Mereka mudah sekali terlibat dalam perkelahian antar pelajar, mabuk-mabukan, dan perasaan frustasi maupun teralienasi. Apapun agamanya kita ditantang untuk membangun Masyarakat Madani untuk menghilangkan citra agama sebagai sumber konflik, dengan cara menyusun sistem pendidikan agama maupun sistem pembinaan kehidupan antar umat beragama secara komprehensif. Upaya tersebut perlu segera diwujudkan untuk menyelamatkan generasi muda dari dampak negatif peradaban Barat, disamping berusaha menjadikan agama sebagai alternatif bagi peradaban Barat.
1. Masyarakat Madani dan Peran Agama

Konsep masyarakat madani juga merupakan hasil reinterpretasi para cendekiawan Muslim Melayu akan peran agama di era modern, dengan menggunakan projecting back theory. Masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society, yaitu suatu konsep masyarakat sipil  yang lahir dari peradaban Barat. Konsep civil society sendiri sudah ada sejak zaman kuno (Cicero) dan terus mengalami perubahan orientasi pada awal zaman modern (John Locke dan Montesquieu),  serta mendapat momentum baru sejak run-tuhnya sosialisme USSR tahun 1989 bersamaan dengan berkembang-nya prinsip-prinsip pergaulan yang sedang dikembangkan oleh Barat adalah pluralisme, demokratis, dan hak azasi manusia (HAM).

Konsep HAM menandai babak baru peradaban Barat yang disebut dengan post-modernism, yaitu suatu saat dimana mereka mengakui adanya pluralisme.
 Konsep ini telah dikenal dalam Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 sebagai upaya untuk mengatasi krisis peradaban Barat yang telah melahirkan dua kali Perang Dunia. Richard McKeon
, salah seorang kon-septornya, berkeyakinan bahwa pluralisme dapat diatasi dengan cara dialog berbagai peradaban karena dia percaya pada kemampuan manusia untuk mengatasi konflik; dan sebaliknya dia tidak percaya kepada peran agama.

Pendidikan agama perlu disusun secara komprehensif dan terintegratif, dengan memperhatikan secara mendalam baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor eksternal menyangkut sasaran pendidikan agama secara makro atau global di dunia pada era modern ini, yang akan memberikan arah bagi penyusunan sistem pendidikan agama dengan jangkauan global berupa peranan agama dalam kehidupan dunia modern.

Sedangkan faktor intern yang berpengaruh terhadap hasil pendidikan agama menyangkut masalah reinterpretasi agama. Reinterpretasi merupakan permasalahan yang paling kompleks karena banyak faktor yang menyebabkan bera-gamnya hasil interpretasi dan kadangkala saling berten-tangan. Reinterpretasi dipengaruhi oleh dua arus besar, yaitu tradisi dan modernisasi. Reinterpretasi agama hendaknya dapat mendukung pengikutnya untuk berkompetisi di dunia modern, disamping harus mempertahankan kelangsungan archetype (model dasar) tradisi agama tersebut.
 
Yang perlu dilakukan perubahan simbol maupun isi dari tradisi yang telah usang. Namun hal itu sulit dilakukan karena pemikiran agama cenderung berbalik menelusuri tapak tilas ke belakang. Akibatnya agama sering menjadi sumber konflik, sehingga persepsi mayoritas orang Barat masih belum berubah kalau ada dua jalan dalam revolusi. Pertama adalah jalan kapitalisme, yaitu suatu ideologi yang menekankan penguasaan ekonomi oleh sekelompok individu. Jalan pertama ini bercabang dua, yaitu kapitalisme-demokrasi dan kapitalisme-fasis. Kedua adalah jalan komunisme, yaitu suatu ideologi yang menekankan penguasaan ekonomi oleh negara. Memang persepsi tersebut pernah goyah ketika meletus Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 di bawah dipimpin Khomeini yang berhasil menggulingkan Shah Pahlevi; padahal Khomeini tidak mempunyai partai politik, yang dianggap oleh pihak Barat sebagai alat untuk menggerakkan revolusi.
 Namun pandangan tersebut berubah ketika Barat tidak melihat munculnya revolusi ala Khomeini di belahan bumi yang lain, disamping ada usaha dari pihak mereka untuk menghalangi kebangkitan agama-agama. 

Barat semakin yakin dengan ideologi kapitalisme setelah runtuhnya tembok Berlin, simbol kekuatan komunis, pada tahun 1989. Mereka yakin bahwa negara ala komunis yang otoriter tersebut akan hancur dengan diperkenalkannya globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi memungkinkan segala tindakan kekerasan dapat dideteksi oleh berbagai jenis media informasi, akibatnya diktator akan mendapat kontrol yang ketat. Sementara pasar bebas memungkinkan adanya demokratisasi ekonomi, yang akan menghalangi negara-negara jatuh ke tangan pihak komunis dan konsekuensinya akan terbentuk negara yang demokratis. Dengan kata lain, Barat sedang menunjukkan hegemoninya melalui globalisasi dan pasar bebas.

2. Reformasi dalam Kehidupan Beragama


Kehidupan umat beragama di Indonesia harus ditata kembali supaya agama dapat memegang peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta sekaligus sebagai alternatif bagi peradaban modern. Indonesia yang penduduknya plural merupakan sasaran kamera kehidupan antar umat beragama, sesama umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah

Pemerintah telah mendirikan Departeman Agama pada tanggal 3 Januari 1946 untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama. Memang ada kecenderungan yang harus diantisipasi bila departemen ini disalahgunakan oleh golongan tertentu maupun pemerintah untuk melakukan “ortodoksi” (pembakuan/penyeragaman) dalam ajaran agama karena bertentangan dengan konsep kemanusiaan yang universal. Ortodoksi yang berfungsi untuk mensis-tematiskan dan mempermudah ajaran agama dapat menjadi pemasung kebebasan berpikir karena setiap ada pemikiran kreatif langsung dituduh sebagai penyimpangan (bid’ah).

Posisi pemerintah dalam kehidupan beragama berperan sebagai ‘polisi lalu lintas’, yaitu mengatur kehidupan antar umat beragama sesuai dengan dasar negara Pancasila. Aturan lalu lintas tersebut harus disepakati semua penganut agama dan aturan tersebut tidak boleh ditundukkan kepada kehendak aturan suatu agama tertentu. Suatu persoalan harus dilihat dari latar belakang yang berbeda-beda dari agama-agama dan Pancasila difungsikan dalam memahami proses terjauh dari agama-agama itu.


Dalam hubungan negara dan agama dianut dualisme legalitas, yakni negara memberikan legitimasi kepada semua agama dan semua agama memberikan legitimasi kepada negara. Dengan ini, negara jangan terlalu jauh mencampuri urusan agama. Sekarang pemerintah sudah mencabut larangan yang dikeluarkan Orde Baru terhadap agama Kong Hu Chu yang dipeluk oleh etnis minoritas Cina karena Orde Baru dianggap telah melakukan penilaian baik-buruk terhadap suatu agama.


Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (1978-1983) telah merumuskan  kebersamaan kehidupan umat beragama dalam bentuk Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yaitu kerukunan sesama umat beragama, kerukunan diantara pemeluk berlainan agama, dan keru-kunan diantara pemeluk berbagai agama dengan pemerintah. Dia juga telah mengusulkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yang ditetapkan menjadi TAP MPR No. II/MPR/1978, sebagai pedoman melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Namun toleransi model kerukunan (ko-eksistensi) dalam Trilogi Kerukunan harus dikoreksi lagi karena setelah kran kebebasan dibuka sejak Mei 1998 merebaklah konflik antar agama yang diwarnai dengan tindakan sadis. Prinsip ko-eksistensi harus dikembangkan sampai kepada aspek saling mengerti sehingga mereka dapat benar-benar mengembangkan prinsip toleransi. Hal itu dapat dilakukan dengan menum-buhkembangkan dialog antar agama maupun antar iman, yang tidak membatasi dialog pada masalah pengetahuan agama saja, tetapi juga sampai kepada memahami keimanan orang lain supaya dapat memperdalam keimanan sendiri melalui cara passing over (melintas batas), yaitu memasuki keimanan agama lain dan kembali lagi kepada keyakinan semula dengan tujuan untuk memperdalam keyakinan sendiri.
 


Kebijakan asas tunggal pemerintah Soeharto, yaitu Pancasila harus menjadi dasar semua organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebenarnya dapat mengarah pada terciptanya sebuah negara yang rasional dan transparan, bukan negara yang diatur oleh sebuah ideologi yang ekslusif. Akan tetapi kebijakan tersebut telah menimbulkan banyak korban karena konsep tersebut tidak disosialisasikan secara kultural melalui pendidikan. Memang sudah tepat tindakan Presiden Habibie untuk mencabut kebijakan formal dalam bentuk UU tersebut. 

3. Reformasi Filsafat Pendidikan Agama


Pertentangan dan konflik antar pemeluk agama yang seringkali terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan konsep ilmu dan amal belum menyatu ke dalam jiwa para siswa. Hal itu terjadi karena filsafat pendidikannya masih mengikuti Barat, yang mengenal dikotomi ilmu agama dengan ilmu sekuler. Karena itu diperlukan Reformasi Filsafat Pendidikan Agama yang mencakup seluruh aspek dari awal sampai akhir supaya siswa menjadi manusia yang bijak dan sekaligus menguasai ketrampilan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat.


Pertentangan dan konflik di Indonesia sering terjadi antara pemeluk Islam dan Nasrani (Protestan dan Katolik) karena keduanya mewakili penganut agama yang paling banyak, disamping keduanya sama-sama sebagai agama misi. Pertentangan dan konflik para pemeluk kedua agama yang masih sekeluarga tersebut bersifat laten, ibarat dua saudara kandung yang saling berkelahi untuk merebutkan warisan. Kedua agama mempunyai teologi dan truth claim (klaim kebenaran) yang berbeda, namun hal tersebut tidak perlu dirisaukan bila hanya terbatas kepada aspek ontologis-metafisis. Truth claim seringkali memasuki wilayah sosio-politik yang praktis-empiris.
 

Padahal Islam, Kristen, dan Yahudi sama-sama berasal dari Tradisi Ibrahim sehingga sebagian sarjana menggolongkan sebagai “agama Barat” (agama Wahyu), sehingga penggolongan Islam sebagai agama Timur memperlihatkan tendensi untuk memecah-belah. Bahkan Robinson
 berpendapat bahwa mereka mempunyai akar intelektual yang sama, ‘namely the great heritage of Hellenistic learning’.

Dalam Religious Studies dikenal istilah aspek exoterism (aspek luar suatu agama) dan aspek esoterism (aspek dalam atau rasa). Exoterism menunjukkan bahwa dari sisi luar ada berbagai macam agama, namun dari sisi esoterism hanya ada satu spiritualitas (Tuhan), yang hanya dapat ditangkap dengan hati.
 Dengan demikian kita harus mengganti konsep kebenaran tunggal dalam kehidupan beragama karena kebenaran mutlak hanyalah milik Tuhan; dan kita juga harus mengganti konsep kapling surga bagi golongannya sendiri dengan konsep surga untuk semua pemeluk agama. Memang kita harus tetap mempunyai fanatisme dalam beragama, yaitu meyakini jalan yang ditempuh adalah jalan yang terbaik dan mampu mengoptimalkan semua potensi pribadi yang dimilikinya.

Dalam agama Islam ada prinsip-prinsip dalam menyebarkan agama kepada orang yang masih belum Muslim. Dalam Al-Qur’an dijelaskan “Tidak ada paksaan dalam beragama”
 (QS 3: 19). Hal ini sejalan dengan pengertian Islam, dimana Islam berasal dari kata ‘salama’ yang berarti damai dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam pengertian khusus, Islam menunjuk kepada agama yang diturunkan melalui Al-Qur’an , tetapi dalam pengertian umum, Islam menunjuk kepada semua agama.
 Sedangkan Bibel menjelaskan “Jika kamu tidak mengikuti jalan yang ditempuh Yesus maka ada jalan lain”
. Hal itu memungkinkan lahirnya agama baru di luar Kristen. Yesus Kristus juga mengajarkan cinta kasih sehingga dalam menyebarkan agama pun harus dilakukan dengan rasa cinta kasih, tidak dengan paksaan.  
5. Reformasi Kurikulm Pendidikan Agama

Reformasi dalam filsafat pendidikan harus ditindaklanjuti dengan penyusunan kurikulum yang dapat mendukung kebijakan  pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang toleran. Pendidikan agama yang teologi minded tidak dapat mengembangkan dialog antar pemeluk agama maupun antar penganut aliran yang berbeda dalam suatu agama karena dalam pemahaman agama hanya menekankan kepada kesalehan individual. Siswa digiring untuk menjadi budak agama agar menjalankan rutinitas ritual agama dan melupakan kesalehan sosial yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya peradaban. Untuk dapat melakukan kesalehan sosial penguasaan “ilmu sekuler” adalah suatu prasyarat. 
Pendidikan agama harus dapat menerapkan nilai-nilai agama secara utuh sehingga agama tidak membatasi siswa untuk bergaul dengan penganut agama lain atau mereka yang berbeda ormas keagamaannya. Pendidikan aspek humanisme ini sangat penting karena sifat pluralitas bangsa Indonesia; dan untuk merealisasikan aspek salvation (keselamatan) di dunia ini dengan terwujudnya peradaban yang maju memerlukan kerjasama dengan semua pihak yang tidak jarang berbeda agamanya. Usaha saling membantu (ta’awun) dan saling berhubungan (ta-’aruf) hanya bisa terealisir secara optimal bila dibarengi dengan sifat toleransi dalam hal aqidah (keyakinan agama). 
Keberhasilan mewujudkan aspek salvation yang tercermin dalam majunya peradaban Indonesia memungkinkan agama dijadikan sebagai alternatif bagi gejala dekadensi peradaban Barat yang sekularistik dan rasionalistik. Memang dalam hal ipteks kita perlu belajar dari Barat, karena memang iptek yang merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu peradaban bukan menjadi monopoli suatu agama. Sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk mencari ilmu ke seluruh pelosok dunia walaupun berbeda keyakinan, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya ‘Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina’.
 

Dalam hal ini, pemerintah sudah mengambil tindakan penting dengan mengeluarkan SKB 2 Menteri (Diknas dan Depag) No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570/1999: mewajibkan semua sekolah baik negeri maupun swasta untuk mengajarkan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya. SKB ini akan menghilangkan “massa umat beragama yang mengambang” yaitu generasi muda yang tidak mempunyai dasar keyakinan yang mantap. Siswa SD, SLTP, dan SLTA merupakan generasi muda yang masih dalam taraf meniru dan mencari identias diri sehingga harus diberi pengertian yang benar sesuai dengan keyakinan agamanya. Terlebih mereka masih memerlukan figur pemimpin yang dapat memberikan teladan. Tentunya mereka harus mendapat teladan dari guru agama yang satu keyakinan. Dengan begitu siswa terhindar dari kepribadian yang terpecah.

Krisis moral yang melanda negeri, terutama di kalangan pelajar, telah mendorong guru-guru agama di Jawa Tengah mengadakan lokakarya dalam menanggapi usulan Mendiknas pada waktu, Yahya Muhaimin, untuk mengajarkan “pendidikan budi pekerti” di sekolah-sekolah. Solusi yang ditempuh di sekolah menengah adalah dengan diajarkannya Pendidikan Budi Pekerti, sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman awal kemerdekaan. Saya melihat pendidikan budi pekerti tidak mempunyai jenis kelamin (agama) yang jelas sehingga menjadi tidak peka terhadap aspek subyektivitas suatu agama. 
B. MODEL PARADIGMA HISTORIS PENDIDIKAN AGAMA

Paradigma Historis Pendidikan Agama berusaha mengembangkan suatu model pendidikan agama yang mensintesakan agama dengan modernisasi, agar agama fungsional dalam kehidupan modern. Model ini berusaha menggabungkan pendekatan doktriner-normatif dengan pendekatan induktif-historis. Akan tetapi model ini merupakan antitesa baik terhadap pandangan konvensional pendidikan agama yang menekankan teologi per se maupun pandangan modern yang bertumpu pada ideologi. Keduanya merupakan dua sisi mata koin yang memiliki makna yang sama ”membedakan kelompok kita dan kelompok mereka”, hanya teologi lebih menekankan pada ’truth claim’, sedangkan modernisme lebih menekankan pada ’ideologi’. Walaupun modernisme berpretensi sebagai pembela humanisme, bahkan modernisme mendasarkan diri pada humanisme untuk menolak agama yang dianggapnya telah mensubordinasikan manusia pada kekuatan di luar dirinya. Modernisme mengaku sebagai pembela paham-paham seperti humanisme (karena saya berpikir maka saya ada), liberalisme (karena manusia pada dasarnya baik maka harus diberi kebebasan), atheisme (tidak percaya kepada Tuhan), dan sekulerisme (memisahkan yang sekuler dan religious). Akan tetapi modernisme tidak mengembangkan paham humanisme yang murni ketika ia membedakan manusia kedalam ideologi-ideologi yang mendorong perpecahan dan peperangan sesama manusia, karena pada dasarnya ideologi mengenal ”kelompok kita” dan ”kelompok mereka”. Kekerasan dan peperangan jelas-jelas mengingkari visi humanisme.

 Paradigma historis berpretensi mengatasi kelemahan kedua pendekatan tersebut di atas memposisikan diri sebagai pembela visi humanisme yang sebenarnya dengan menghindarkan diri dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak membedakan manusia ke dalam ideologi yang saling bertentangan, meskipun tidak mengingkari adanya perbedaan dalam masyarakat, karena manusia disatukan oleh visi humanisme yang murni, sebagai suatu pemberian dari Tuhan. Karena itu, pendekatan ini mengakui eksistensi Tuhan, namun menghindari adanya truth claim sebagaimana yang ditekankan oleh pendekatan teologi, disamping mengadopsi perkembangan ipteks modern agar agama bisa mengatasi permasalahan pada era modern. 

Model yang perlu dikembangkan berdasarkan pendekatan historis adalah Agama Reformis, dimana agama difungsikan sebagai motor penggerak perubahan, dengan menjadikan agama selalu bersentuhan dengan konsep-konsep modern, namun ia bersifat kritis terhadap pendekatan ideologis-revolusioner, sehingga ia mengembangkan pendekatan reformatif-evolusioner. Topik ini akan membahas pandangan negatif kelompok modernis terhadap agama yang underestimate terhadap kemampuan agama melakukan reinterpretasi, dan pembelaan Gus Dur terhadap agama, dan diakhiri dengan sikap humanisnya yang menempatkan modernisasi maupun agama tidak bersifat revolusioner tapi reformatif. 
A. Agama sebagai Motor Perubahan
Gus Dur mengkritik asumsi yang biasa diterima dalam analisis tentang perubahan masyarakat bahwa agama sebagai unsur yang paling sukar dan paling lambat berubah atau terpengaruh oleh kebudayaan lain, bila dibandingkan dengan unsur-unsur lain seperti sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, ikatan-ikatan yang ditimbulkan oleh sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan. Gus Dur melihat sejarah kehidupan bangsa kita yang panjang tidak sepenuhnya dapat disesuaikan dengan asumsi tersebut. Berbagai agama datang dan berkembang secara bergelombang ke Indonesia, mengganti agama yang lama dan menanamkan ajaran-ajaran agama yang baru secara silih berganti, tetapi dalam kenyataannya sistem mata-pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan yang dikatakan oleh Koentjaraningrat sebagai unsur yang paling mudah, ternyata yang paling sedikit mengalami perubahan sejak pra-Hindu sampai kepada masa sekarang. Pengalaman sejarah itu justru menunjukkan agama berubah lebih cepat, ia berubah lebih dahulu sebelum yang lain-lain menglami perubahan.

Gus Dur menentang pandangan Snouck Hurgronje bahwa tiap-tiap periode sejarah kebudayaan sesuatu bangsa, memaksa kepada orang beragama untuk meninjau kembali isi dari kekayaan akidah dan agamanya. Walaupun tidak secara eksplisit dikemukakan, pernyataan Snouck Hurgroje didasarkan pada suatu pemikiran kalau proses peninjauan kembali isi ajaran-ajaran agama oleh para penganutnya sifatnya reaktif karena adanya perubahan periode kebudayaan di mana agama itu hidup. Ini juga bertentangan dengan pengalaman sejarah kebudayaan pada umumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman baru terhadap ajaran agama justru menumbuhkan periode baru dalam kebudayaan bangsa-bangsa. Calvinisme misalnya, dianggap oleh Max Weber sebagai penanam etika baru yang menumbuhkan periode kapitalisme dalam sejarah modern, sedangkan prinsip Satyagraha yang ditukik oleh Mahatma Gandhi dari ajaran Hindu jelas telah berhasil menumbuhkan etos mandiri pada budaya politik bangsa India di abad ini.

Dapatlah disimpulkan bahwa proses terjadinya pemahaman kembali isi ajaran-ajaran agama dapat disebabkan sebagai reaksi adanya perubahan yang terjadi di luar agama itu, tapi juga di dalam ajaran agama itu sendiri dimungkinkan adanya proses pemahaman baru. Dengan demikian ada hubungan saling pengaruh antara agama dan perubahan masyarakat. Jepang dapat membangun negerinya dengan pesat dan berhasil mengejar kemajuan teknologi Barat, karena negeri tersebut dianggap mampu menggunakan agama Shinto sebagai motor penggerak perubahan dan pembangunan.
 
Pendekatan tersebut di atas akan menghindarkan kita dari kungkungan pendekatan fungsionalistis dalam studi tentang agama yang mendominir dunia antropologi dan sosiologi, yang bersumber dari Racliffe Brown dan Malinoski. Pendekatan fungsionalis itu terlalu menekankan aspek perpaduan dan penyatuan (harmonizing and integrating aspects) dari ajaran-ajaran agama dengan melupakan aspeknya yang bersifat mengubah (transformative aspect).
 Gus Dur berpandangan kalau agama memiliki watak transformatif, yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan mengganti nilai-nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dengan wataknya yang demikian itu agama tidak selalu menekankan segi-segi harmoni dan aspek-aspek integratif dalam kehidupan masyarakat, tetapi seringkali justru menimbulkan konflik-konflik baru karena misinya yang transformatif itu mendapat tantangan dari sebagian anggota masyarakat.

2. Ideologi Modern versus Ideologi Agama

Barat sekuler masih memandang agama berdasarkan pada Hukum Tiga Tingkatan yang dikemukakan tokoh Ilmu Sosiologi modern Auguste Comte (1798-1857) dan Emile Durkheim (1858-1917) bahwa sejarah dunia berkembang melalui 3 tahapan, yaitu mitos, ideologi (agama), dan ilmu/modern.
 Periodisasi tersebut didasarkan pada tingkat penggunaan akal untuk mengatasi batasan lingkungan, dimana manusia modern sudah dapat mengendalikan alam dengan kadar yang terus meningkat. Era modern yang berawal dari Zaman Renaissance (abad ke-15) berusaha mendeskreditkan agama (Kristen) yang dianggap telah mengekang kebebasan akal dan yang berekses tertinggalnya Barat dari Islam. Namun demikian penetapan zaman ilmu/modern tidak otomatis berakhirnya peranan agama di Barat karena ternyata berlaku hukum Karl Marx thesis-antithesis-synthesis sehingga lahir Zaman Reformasi, yaitu suatu gerakan yang ingin menggantikan teologi lama dengan teologi baru dalam Kristen. 
Sejarah Barat menunjukkan peranan ideologi tidak mudah dihindari, sebaliknya kaum sekuler berusaha membuat ideologi baru yang tidak bersifat transendental tapi menekankan pada ide progresivisme untuk mengeksploitasi alam, yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan. Kecenderungan ini mengikuti idea the philosophy of the Enlightenment (Filsafat Pencerahan).
 Konsekuensinya, kerusakan alam dimana-mana, dan eksploitasi manusia atas manusia seperti dalam bentuk imperialisme dan kolonialisme. 

Penciptaan ideologi baru menunjukkan bahwa manusia tidak dapat mengingkari sifat kemanusiaan yang paling asasi, yaitu naluri untuk mengabdi atau hasrat untuk menyembah. Karena sebelum manusia lahir ke bumi ia sudah mengadakan perjanjian primordial dengan Tuhan bahwa “Allah, Tuhan Yang Maha esa, adalah Tuhan (rabb) manusia”. Perjanjian itu ada dalam alam ruhani manusia, jauh lebih dalam daripada alam bawah sadar psikologisnya. Cuma kelemahan manusia adalah ketidakmampuannya mengangkat dirinya di atas lingkungan sosial dan budaya yang merupakan hasil interaksi dengan sesamanya dan alam sekitarnya, sepanjang sejarahnya. Karena itu persoalan manusia bukan apakah dia hendak berbakti atau tidak berbakti, melainkan hendak berbakti kepada apa atau siapa, dan bagaimana caranya serta apa konsekuensinya.

Tidak heran bila pada abad ke-19, kaum sekuler kanan mempunyai pendirian yang plin-plan terhadap agama ketika Karl Marx (1818-1883) dan pendukungnya dari kelompok sekuler kiri mengembangkan filsafat materialisme bahwa sejarah digerakan oleh faktor ekonomi. Dukeheim menjawab bahwa agama ‘as the most primitive of all social phenomena, not economic action. In principle, everything is religious’.
 Dia berargumen bahwa agama telah berperan sebagai ideologi yang efektif di masa lampau karena agama telah mampu membimbing umat manusia dan mendefinisikan ‘pleasure of the future’, namun dia yakin era agama sudah berakhir karena creative effervesence (spirit zaman) hanya sekali terjadi.

Pertentangan kelompok sekuler kanan dan kiri melahirkan paham liberalisme dan komunisme pada abad ke-20; yang keduanya sebenarnya bertumpu pada faktor kekuatan materi (ekonomi), bedanya kaum liberalis/kapitalis menekankan penguasaan ekonomi pada individu, sedangkan komunis memberikan kekuasaan ekonomi pada masyarakat. Dan bila ditelusuri lebih dalam lagi keduanya bersifat politis dan ideologis, seperti yang dikatakan Albert Camus
 ‘The revolution of the twentieth century …based on economics,…is primarily political and ideological’.
 Sebenarnya kedua paham itu berfungsi seperti agama karena mempunyai aspek ritual, doktrin, mitologi, ethic, pengalaman bersama dan organisasi sosial.

Hal itu menunjukkan pada era modern pun, bukan faktor ekonomi tapi faktor ideologi yang menjadi sarana paling menentukan dalam melakukan revolusi karena memang ideologilah yang memberikan justifikasi terhadap ide the pleasure of the future. Bahkan pada tahun 1960-an dan 1970-an di Barat lahir kelompok strukturalis yang menggunakan ideologi sebagai pisau analisisnya terhadap perubahan. Dan pendekatan ini menemukan relevansi dalam menjelaskan Revolusi Islam Iran pada 1979 dibawah Ayatullah Khomeini.

C. Metode Revolusi versus Metode Reformasi

Akan tetapi kelompok modernis berkeyakinan kalau ideologi modern mempunyai jangkauan yang lebih jauh bila dibandingankan dengan peranan ideologi yang dimainkan oleh agama. Mereka bersikukuh kalau istilah revolusi digunakan pertama kali dalam konteks modern sejak Revolusi Perancis 1789. Dikatakan, revolusi lebih sebagai ciptaan manusia daripada akibat kekuatan impersonal  atau siklus sejarah yang berulang, sebagaimana ditandaskan oleh Voltaire, salah seorang pemikir Revolusi, sebagai berikut: ‘Il see fera sans un jour une grande revolution dans les esprits’, yang maksudnya para aktor revolusi sudah mempunyai program sebelum revolusi pecah, dan mereka mempunyai organisasi untuk mendukung ideologinya.
 

 Marxisme memandang kecenderungan messianistik dan millenaristik sebagai satu-satunya kecenderungan revolusioner dalam gerakan masyarakat yang bermotif keagamaan. Selain kecenderungan tersebut, motif keagamaan hanyalah mampu memunculkan apa yang oleh jargon Marxis dikenal ‘sikap reformis’, sebuah dosa tak berampun bagi ideologi revolusioner seperti komunisme. Hal itu membuat ideologi-ideologi revolusioner bersikap tidak bersahabat kepada motif keagamaan dari gerakan-gerakan kemasyarakatan yang ada. Karena dalam pandangan para teoritisi revolusi ini, gerakan kemasyarakatan yang bermotifkan aspirasi keagamaan hanyalah berkesudahan pada dua ujung yang sama-sama tidak menggembirakan. Di satu pihak, kecenderungan mesianistik hanyalah akan berarti elan revolusioner yang tidak memiliki ideologi yang jelas, berkesudahan pada kemenangan (itu pun kalau dapat dicapai) semu untuk sementara waktu saja: dengan cepat kekuatan kontra-revolusi akan merampas kembali kekuasaan dari tangan mereka, karena pimpinan ‘revolusi’ seperti ini segera akan terjerumus ke dalam pertentangan intern untuk memperebutkan kekuasaan hanya bagi diri masing-masing belaka. Kooptasi oleh kekuatan kontra-revolusi adalah kesudahan logis kecenderungan messianistik, betapa revolusioner sekalipun watak dan wawasan perjuangan yang dilancarkannya. Di pihak lain, kecenderungan reformis hanyalah akan memperkuat struktur yang ada, berarti melemahkan naluri revolusioner yang telah dimiliki rakyat.”
 


Kedua kecenderungan tidak memberikan angin segar sama sekali kepada kiprah revolusioner untuk merombak struktur masyarakat yang ada dan menyusun masyarakat baru yang sepenuhnya berwatak egalitarian. Tidak heran kalau ideologi-ideologi revolusioner yang berasal dari pemikiran sekuler, seperti Marxisme dalam segala varian yang dimilikinya, cenderung untuk meremehkan arti kiprah revolusioner yang bermotifkan aspirasi keagamaan. Ungkapan Marx sendiri, bahwa ‘agama adalah madat bagi masyarakat’, harus dipahami dan latar belakang ini, karena baginya agama sama sekali tidak akan mampu menjadi kekuatan yang akan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan antar-kelas dan eksploitasi oleh kaum modal. Sebaliknya, dalam hampir semua kejadian yang diamati Marx, agama (setidak-tidaknya lembaga keagamaan) hanyalah berfungsi sebagai alat pemberi legitimasi kepada struktur masyarakat yang tidak adil dan opressif.


Gus Dur memang sangat apresiatif terhadap ideologi-ideologi sekuler yang bersifat revolusioner baik itu liberal-kapitalisme maupun komunisme-Marxisme, tetapi dia tidak setuju dengan cara-cara revolusioner karena akan menghasilkan kekerasan baru atas nama revolusi. Berikut keterangannya “Seringkali penyeragaman kegiatan (dan kelembagaan) itu berakibat pada ‘pencurian’ revolusi untuk menjaga dan mengkonsolidasikan kehadiran salah satu pihak saja yang turut memenangkan revolusi, seperti yang terjadi di Iran. Revolusi Iran 1979, yang tadinya adalah milik dan saluran aspirasi banyak kekuatan sosial-politik yang berkiprah bersama, setelah kemenangan tercapai lalu berubah menjadi ‘revolusi mullah’ saja. Apa yang terjadi di Iran itu, sebagai tahap konsolidasi kekuatan para mullah dan penggusuran pihak-pihak lain dalam percaturan politik, adalah contoh klasik dari ‘revolusi yang tercuri’ (the stolen revolution) yang umum terjadi dalam sejarah.

Dalam transformasi model Marx, atau lebih tepatnya Marxisme-Leninisme, transformasi dimulai ketika kekuasaan telah direbut. Apa yang terjadi sebelum itu hanyalah persiapan kearah transformasi, bukan transformasinya sendiri. Dan setelah kekuasaan direbut masih diperlukan semacam ‘pengawal revolusi’ untuk menjaga kemurnian transformasi yang dihasilkan agar tidak diselewengkan. Bagi yang menolak ajaran Marxisme, namun menerima analisis sosial-ekonomisnya, perubahan terjadi justru sebelum kekuasaan ‘berubah kelamin’. Transformasi terjadi dalam sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan, melalui proses pendidikan yang berjangka panjang.

D. Agama Reformis: Dialektika Agama dan Modernisasi
Dari keterangan di atas kita tahu bahwa Gus Dur seorang humanis, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga dia tidak menghendaki terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan revolusi. Sebagai seorang humanis tulen Gus Dur tidak mau mengorbankan keselamatan manusia atas nama revolusi. Karena itu Frans Magnis Suseno yakin kalau Gus Dur memang kebalikan dari seorang ideolog. Dia seorang pragmatik 100%, barangkali 125%. Baginya tujuan tidak menghalalkan semua, tetapi hampir semua cara, artinya, ia tidak akan direm oleh prinsip-prinsip abstrak dari melakukan sesuatu yang dianggapnya perlu.” Namun sangat keliru kalau kita menganggap Gus Dur sebagai orang yang tidak berprinsip yang asal mencari kuasa atau selamat. Memang berdiri di atas segala petty moralism. Sifat pragmatik ini menjadikan orang tidak mudah memahami langkahnya.

Sebenarannya humanisme berasal dari ajaran agama2 besar karena humanisme berpandangan semua manusia sama di hadapan Allah dan ini berarti bahwa martabat manusia justru berasal dari Allah Maha Pencipta.
 Memang selama ini humanisme diklaim sebagai produk modern, tapi bila kita melihat sejarah maka kita tahu kalau humanisme Barat modern itu mendapat pengaruh dari Islam. Berikut ini pengakuan salah satu pelopor humanisme Barat Geovany Piego sewaktu menggugat para pemimpin gereja “Wahai para pemimpin gereja! Saya mengetahui bahwa manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang tinggi dari orang2 Arab…Abdullah menjawab: Tidak ada yang lebih menakjubkan [di dunia] selain manusia. Humanisme ini kemudian mengilhami paham liberalisme: manusia itu baik sehingga harus diberi kebebasan.

Penolakan Gus Dur pada cara-cara revolusioner juga didasarkan pada statusnya sebagai seorang agamawan. Dia berkeyakinan bahwa agamawan tidak bertindak sebagai pengawal revolusi atau sebagai pemimpin revolusi. Sekali lagi mereka hanya menyediakan sarana karena rakyat akan menentukan jawaban yang tepat. Serahkan pada rakyat, proses pembebasan itu, paradigmanya jangan dari kita. Apalagi kalau paradigmanya itu datang dari agamawan, sangat berbahaya. Dia mendukung dengan “otoritas surga”.
 

Sebagai agamawan, dia tidak mau memprovokasi rakyat untuk bertindak revolusioner. Kita tidak bisa menghempaskan diri ke karang, lalu kita mencari hal-hal yang gradual, dengan cara yang katakanlah “oportunistik”, ini bukan berarti kita harus dikeluarkan dari perjuangan. Kita harus berani mencari kawan dalam struktur itu sendiri. Ini yang dinamakan pembebasan simultan. Atau sifatnya sangat kultural, evolusioner dan kalau dilihat sepintas lalu seakan-akan tidak ada akhirnya. Mengesampingkan perubahan yang evolusioner maka yang terjadi adalah penyusunan tirani baru atas nama rakyat karena tidak ada check and balance. 

Dalam proses perubahan sosial, agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan “sarana” bagi perubahan itu sendiri, bukan agama yang membuat perubahan itu.  Dunia ini berkembang menurut pertimbangan “dunianya” sendiri. Karena itu, dalam pandangan Gus Dur, agama harus mengapresiasi kerangka pemikiran besar yang ada di dunia dalam kaitan dengan masalah umum kemanusiaan, seperti persamaan, keadilan, dan solidaritas manusia. Dengan begitu agama akan mempunyai relevansi dengan kehidupan manusia dan mampu membimbing perubahan masyarakat secara manusiawi. 

Janganlah agama dijadikan alternatif terhadap kekuasaan. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidak lagi hanya mempengaruhi tetapi menentukan, maka dia telah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi, pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif. Agama menjadi represif, untuk mempertahankan dirinya sendiri.
 
Karena itu agama harus bersifat demokratis, yaitu mengapresiasi semua kerangka pemikiran besar yang ada di dunia. Gus Dur berkeyakinan Islam adalah demokratis. Demokrasi diperlukan agar agama dapat mengembangkan sarana yang diperlukan bagi tegaknya ajaran inti agama. Ajaran paling penting dalam agama adalah tentang Allah. Islam memandang segala sesuatu berasal dan berpusat pada Tuhan. Islam didasarkan pada ide kesatuan dengan Tuhan (tawhid), Tuhan yang Satu. Nasr mengatakan ‘Unity is the nature of the Absolute, a method of integration, a means of becoming whole and also a means of realizing the profound oneness of all existence.’
 Karena itu setiap eksistensi manusia harus dikembalikan pada prinsip shahadah tawhid La ilaha ill al-Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah). Manusia harus patuh pada Tuhan dan menghindari subordinasi dengan selain daripada-Nya. Dengan demikian kita tidak boleh tunduk kepada pemimpin yang otoriter. Ini sebagai dimensi vertikal Islam yang berwujud intelegensi, yang terbebas dari subordinasi selain Tuhan.
C. TEOLOGI AGAMA SEKTOR PUBLIK
Indonesia dapat dikatakan sebagai negara Islam, dalam arti mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi ironisnya, Indonesia merupakan salah satu negara terkorup terkorup di dunia. Hal ini menunjukkan kita sedang menderita krisis akut di era modern sekarang ini. Suka atau tidak suka dengan sebutan periodisasi modern ini, kita sedang hidup di alam modern, bila dilihat feature dan karakteristik kehidupan yang sedang kita jalani. Kita dapat segera keluar dari krisis akut ini bila kita mau belajar dari pengalaman Barat. 
Bila kita tidak mau belajar dari kesalahan Barat maka hasilnya pun akan sama saja, kita menjadi negara yang “atheis” seperti Barat. Mungkin tidak dalam artian simbol, tetapi pada substansinya kita sudah jumbuh dengan sikap atheis. Secara simbolik memang umat Islam sulit menjadi atheis, karena beberapa alasan: Pertama, kita mempunyai kitab suci al-Qur’an yang dijamin keasliannya oleh Allah SWT. Kedua, tidak seperti Kristen yang menekankan aspek kepercayaan (beliefs), agama Islam menekankan juga aspek ibadah atau dikenal dengan aspek hukum (laws), dalam arti ritual-ritual agama yang tidak memberi tempat pada atheisme simbolik. 

Al-Qur’an tidak perlu dirisaukan keasliannya, tetapi kita tentu terus ditantang agar memahami al-Qur’an secara benar dan komprehensif. Bisakah al-Qur’an menjelaskan gejala kehidupan modern sekarang ini? Mengingat banyak konsep dalam al-Qur’an yang perlu dijabarkan lebih lanjut agar operasional. Contohnya, korupsi pada zaman dahulu dengan korupsi pada masa sekarang ini tentu berbeda, karena struktur masyarakatnya sudah berbeda. Mengingat perkembangan suatu masyarakat tidak sama maka kita perlu mengakomodasi berbagai macam paradigma pemikiran, sehingga suatu masyarakat bebas memilih paradigma yang sesuai dengan situasi dan kondisi maupun kharakteristik daerahnya. Salah satu paradigma yang ingin ditawarkan melalui artikel ini adalah perlunya disusun suatu teologi baru, yaitu suatu teologi yang memanfaatkan kemajuan ilmu “keduniawiaan” baik dalam filsafat maupun iptek modern. Teologi sektor publik perlu disusun untuk mengatasi wabah sekulerisme yang telah melahirkan dua kali Perang Dunia dan Perang Teluk. 

1. Spiritualisme Individual di Barat

“Atheis”
 disini bukan berarti orang Barat tidak percaya kepada kekuatan adikodrati atau Tuhan, tetapi mereka tidak percaya lagi kepada Injil yang dipandangnya tidak dapat menawarkan solusi yang tepat atas krisis yang melanda kehidupan modern. 


“Atheis” perlu diberi tanda petik karena bukan berarti orang Barat tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dalam suatu survey di sepuluh negara mengenai kepercayaan agama di era modern sekarang ini, yang dilakukan oleh lembaga research ICM dan dipublishkan di radio BBC menunjukkan bahwa meskipun kita sedang mengalami proses modernisasi yang intense, yaitu menilai tinggi aspek materi (suatu kecenderungan sekularisme), tetapi sebagian besar orang 92% masih percaya kepada kekuatan adikodrati dan di Amerika sendiri, suatu negara yang paling modern dan telah mengalami proses modernisasi begitu lama, 91% orang masih percaya kalau kehidupan akan lebih damai kalau percaya pada Tuhan.


Fenomena tidak mau mengikuti agama-agama formal (khususnya Yahudi dan Kristen) tetapi masih percaya kepada kekuatan adikodrati Tuhan dapat ditemukan pada diri pendiri negara Amerika Thomas Jefferson (1743-1826). Memang dia dituduh atheis, namun sebenarnya dia menganut “deisme”. Padahal deisme bukanlah ateisme, justru sebaliknya. Meskipun barangkali tidak sampai kepada taraf “theisme”, yaitu paham Ketuhanan menurut agama, “deisme” adalah pandangan yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya Tuhan. Hanya saja, berbeda dengan “theisme”, Tuhan menurut “deisme” lebih mirip dengan hukum alam yang tidak bersifat pribadi (impersonal). Berbeda dengan kaum theis dalam agama-agama, kaum deis tidak mempercayai adanya Tuhan “aktif” yang mencampuri urusan manusia, sehingga dia percaya kepada Laws of Nature dan Nature’s God, selain istilah divine Providence. Bahkan di dalam mata uang dollar ditulis In God We Trust.

Bila kita amati lebih dalam lagi maka baik atheisme maupun deisme merupakan gejala pemberontakan kepada agama-agama mapan, dan masing-masing menyangkut masalah yang sangat penting untuk dikaji. Deisme perlu mendapatkan perhatian lebih karena ia mengandung beberapa hal yang cukup positif. Pertama, seperti dicerminkan dalam pandangan Jefferson, kaum deis sangat percaya kepada ukuran-ukuran budi pekerti yang luhur. Kedua, mereka percaya kepada adanya agama alami (istilah al-Qur’an, fithri), yang merupakan bentuk asli dan primordial agama umat manusia, namun kemudian mengalami penyimpangan-penyimpangan sehingga Tuhan perlu mengangkat para Nabi untuk meluruskannya. 
2. Sekulerisme Sektor Publik di Barat


Konsekuensi logis dari tidak mempercayai lagi Injil, Barat tidak lagi melakukan ritual agama, walaupun warisan sisa-sisa peradaban Kristen masih dapat dijumpai sekarang ini. Memang dalam lubuk hatinya mereka masih mengakui eksistensi Tuhan. Ada tiga hal yang bisa ditarik dari uraian ini, yaitu: (1) secara individu, mereka masih mempercayai Tuhan, tetapi (2) secara publik, mereka tidak mengembangkan peradaban yang sesuai dengan misi agama, atau yang saya sebut dengan sekularisme dalam ruang publik dan (3) dalam realita, antara aspek private dan aspek public tidak dapat dipisahkan secara diametral.
 

Deisme yang dikembangkan Thomas Jefferson dkk. tidak cukup untuk membendung laju sekulerisme yang sedang melanda Barat modern. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari kegagalan ini. Pertama, deisme belum berhasil mengembangkan pemikiran sintesis dari pendekatan teologi dengan iptek dan filsafat. Kedua, karena perbedaan teologi dalam Yahudi maupun Kristen sangat tajam maka deisme cenderung mengikuti jalan peradaban Yunani-Romawi kuno yang lebih terpengaruh paham sekulerisme. Peradaban ini selalu mempertentangkan manusia dengan Tuhan (dewa-dewa) yang menguasai alam semesta ini; dan kekuatan para dewa itu diperoleh berkat kebodohan manusia yang belum berhasil mengembangkan iptek. Ketiga, deisme cenderung mengembangkan pemikiran yang bersifat naturalisme (banyak mengandung unsur sekulerisme), sebagai upaya untuk menggugat paham negara theokrasi Inggris, yang meyakini Raja sebagai pemilik bumi yang sah karena mendapatkan mandat dari Tuhan dan mencari legitimasi bagi negara yang akan didirikan oleh Jefferson dkk..

Sekularisme dalam ruang publik terjadi karena kepercayaan individual pada Tuhan tidak dimanifestasikan dan diimplementasikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah publik. Bukankah modernisasi ditandai dengan gerakan sekularisasi, yang memisahkan pengaturan urusan private dengan urusan publik. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi agama, yaitu agama digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau yang dikenal dengan politisasi agama. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, terutama yang berkaitan dengan masalah pengaturan negara dan hubungan antar negara, diatur lepas sama sekali dari bimbingan agama. 
Sekulerisme terjadi karena para tokoh agama dengan para ilmuwan gagal mencari kompromi. Masing-masing mengembangkan ilmu yang saling bertentangan dan tidak berhasil melakukan sintesa terhadap ilmu-ilmu tersebut. Agamawan mengembangkan teologi, yaitu ilmu yang memperlajari tentang Ketuhanan; sedangkan para ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan modern dan filsafat. Memang kemudian terjadi sintesa dari keduanya, atas inisiatif pihak ilmuwan yang mencoba mengkaitkan masalah ilmu-ilmu modern dan filsafat dengan persoalan teologi, bahkan mereka berani memberikan ceramah masalah agama, suatu yang menjadi monopoli pihak agamawan. Peristiwa yang menandai terjadinya sintesa teologi dengan iptek dan filsafat dikenal sebagai lahirnya teologi baru. Teologi baru inilah yang melatarbelakangi lahirnya agama Kristen Protestan; dan gerakannya mendapat dukungan dari para politikus dan negarawan yang ingin mendirikan negara nasional.


Berkembangnya Kristen Protestan dalam negara nasional menunjukkan bahwa para tokoh agama Protestan, yang sedang mengembangkan suatu teologi baru, bekerjasama dengan mereka yang terjun dalam sektor publik. Kedua belah pihak memang memiliki perhatian yang sama, yaitu ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis; dengan konsekuensi melawan tokoh agama yang mendukung sistem pemerintahan theokrasi. Antara keduanya ada kerjasama dalam menegakkan demokrasi, terutama melalui mekanisme check and balance, dimana negara tidak mau melakukan sentralisasi dalam hal yang berkaitan dengan sektor private maupun dalam hal berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, sektor private menjalankan peran sebagai unsur civil society, yang bertugas melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan (sektor publik). Namun pemikiran agama belum mempengaruhi konsep-konsep modern dalam sektor publik, sehingga Barat memberlakukan doble standar dalam tata pergaulan internasional, yang mendorong lahirnya berbagai perang, termasuk Perang Dunia I dan II, serta Perang Teluk. 
3. Kritik terhadap Teologi Konvensional Islam

Sekulerisme tentu bisa menimpa umat Islam. Mungkin tidak separah yang dialami Barat, karena Allah dalam kitab sucinya al-Qur’an memang memerintahkan kita melakukan ritual agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau umat Islam gagal memahami petunjuk Allah dalam al-Qur’an, dengan konsekuensi al-Qur’an tidak dapat dijadikan kunci mengatasi krisis yang sedang melanda umat ini.  Gejalanya sudah sangat jelas. Semaraknya kehidupan beragama pada tataran ritual atau serimonial dengan pelbagai sarana dan prasarana seperti masjid, majelis taklim, madrasah, pesantren dan perayaan hari besar Islam, pelaksanaan Ramadhan, serta Shalat Idul Fitri seakan menunjukkan tingkat perkembangan yang pesat. Kendati dalam situasi krisis multi-dimensional, jumlah jamaah haji Indonesia tercatat masih terbesar meski harus membayar biaya ONH termahal sejagat. Namun realitas sesungguhnya dari kesemarakan beragama tersebut secara kualitatif sama sekali tidak berdampak pada pembentukan akhlak dan moralitas kehidupan sosial. Hal ini tentunya terjadi karena kita belum mempunyai teologi yang menggabungkan urusan private dan urusan publik. 
Teologi tradisional tidak mampu menjelaskan gejala modern ini, karena teologi tradisional masih menggunakan pendekatan klasik, seperti yang dikembangkan Filsafat  Stoic,
 yang mendasarkan diri pada prosedur logika sebagai pisau analisisnya. Pendekatan Sotic ini merupakan pengaruh dari ilmu  Aristoteles-Scholastik, bukan pendirian logika asli yang dikembangkan Aristoteles maupun Plato ke dalam dunia Islam. Perhatian utamanya pada definisi, bukannya keterkaitan antar fenomena, sehingga ia kehilangan jejak di dalam usahanya mencari kebenaran. Pendekatan Stoic ini menekankan peranan akal sebagai alat untuk memvalidasi kebenaran ilmu pengetahuan dan memandang pengetahuan berdasarkan prosedur logika saja, sehingga akan menghasilkan standar kebenaran ilmu yang hitam-putih. Karena tidak didukung dengan pendekatan observasi empiris maka tidak mengherankan bila pendekatan ini gagal menangkap realitas kehidupan yang sebenarnya, yang seringkali berwarna abu-abu karena sebagai gabungan standar kebenaran ilmu yang bersifat hitam dan putih sekaligus.
 

Sebenarnya konsep kebenaran yang menyatu dalam tindakan (Verum et factum convertuntur), sebagai kharakter pengetahuan ketuhanan, telah dikenal pada masa Abad Pertengahan Islam, namun filsafat ini tidak berkembang luas dan kalah populer dengan filsafat Stoic. Dan dunia Islam didominasi oleh epistemologi Bayani yang menekankan pendekatan skriptural terhadap al-Qur’an dan Hadits. Pendekatan ini mengalami kesulitan berdialog dengan epistemologi Irfani (pengetahuan intuitif) maupun Burhani (pengetahuan filsafat).

Teologi konvensional yang dirumuskan melalui pendekatan skriptural, baik berdasarkan bunyi teks al-Qur’an maupun Hadits,
 adalah yang kita kenal dengan Rukun Iman (aspek keyakinan) yang enam itu. Lalu Rukun Iman ini diimplementasikan dalam bentuk syariah (aspek hukum) yang disebut dengan Rukum Islam yang lima itu. Sebagai suatu paradigma, penjabaran teologi secara konvensional ini boleh saja diperkenalkan, tetapi hal ini jangan sampai menghalangi lahirnya paradigma lain. Kita dapat membangun paradigma baru berdasarkan pendekatan tafsir, pendekatan hermeneutika, maupun membangun suatu teologi baru. 

Adalah salah bila teologi dianggap sebagai suatu kebenaran final dan mempercayainya sebagai garansi masuk surga. Rukun Iman dan Rukun Islam yang menjadi fondasi bangunan teologi Sunni hendaknya juga jangan dianggap final. Bukankah teologi Syiah dan juga Muktazillah merumuskan Rukun Iman dan Rukun Islam yang berbeda? Bukankah semuanya bersumber dari al-Qur’an dan Hadits! Kita harus kritis terhadap warisan peradaban dari para pendahulu kita, bukankah kita sudah diingatkan Allah agar jangan mengikutinya secara membabi buta. Kita disuruh mengkritisi berdasarkan kacamata al-Qur’an dan Hadits untuk mengetahui mana yang masih relevan dan mana yang perlu dimodifikasi atau bahkan dihilangkang.

Teologi yang sudah ada, baik itu Sunni, Syiah, maupun Muktazillah, tidak lepas dari kepentingan politik. Sunni melegitimasi suksesi dari kalangan Quraisy, sementara Syiah melegitimasi suksesi dari kalangan keturunan Ali bin Abi Thalib; dan Muktazillah menggugat semuanya itu dan mengatakan bahwa semua Muslim yang mampu berhak atas suksesi ini. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa suksesi terjadi dari ketiga pintu itu. Hal ini mengisyaratkan agar kita menghormati paradigma lain, selama mereka didasarkan pada semangat al-Qur’an dan Hadits.

Mantan Rektor al-Azhar, Mahmud Shaltut, dan juga intelektual Prof. Dr. Fazlur Rahman menanggapi perbedaan Rukun Iman dan Rukum Islam dalam Sunni, Syiah, dan Muktazillah sebagai suatu sunatullah; dan sebagai Sunni, mereka menantang umatnya agar mengadopsi nilai-nilai universal Islam ke dalam dasar-dasar Rukun Iman. Mereka juga menyarankan agar mengadopsi prinsip keadilan yang sudah dijadikan prinsip keimanan oleh Syiah dan Muktazillah.

4. Teologi Baru dalam Sektor Publik

Teologi baru ini dibangun mengikuti perkembangan mutakhir ilmu-ilmu sosial, yang menggunakan metoda observasi sebagai validasi kebenaran. Pendekatan modern ini akan menyatukan kebenaran dengan perbuatan, mengingat kebenaran itu tidak lepas sama sekali dari realita, sebagai konteks bagi diimplementasikannya kebenaran itu.
 Ini merupakan perkembangan modern teologi, yang mencoba menggabungkan teologi dengan filsasat dan iptek, terutama ilmu-ilmu sosial. Dengan begitu, agama digunakan untuk memecahkan persoalan kehidupan modern dan konsekuensinya agama masuk dalam tataran sektor publik. Hal ini tidak dimaksudkan memberlakukan syariah Islam secara legal formal, tetapi syariah dalam maknanya yang substansial sebagai nilai-nilai universal, yang diperkenalkan melalui pendekatan kultural.
 

Teologi baru berpretensi menyusun suatu teori yang didasarkan pada al-Qur’an dan Hadits. Teologi baru tidak mungkin disusun kalau penafsiran agama kita didasarkan pada pendekatan skriptural, mengingat al-Qur’an dan Hadits sebagai pembimbing umat manusia sampai akhir zaman tidak mungkin menjelaskan suatu permasalahan secara detail. Kita dituntut untuk memahami misi dan pesan yang tersirat di dalamnya. Kalau Islam masih belum dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka yang salah bukan al-Qur’annya tetapi kita yang masih gagal menangkap misi dan pesannya.

Teologi baru tidak dimaksudkan untuk menyampaikan suatu kebenaran final, mengingat teologi ini disusun oleh manusia. Sebagai suatu teori, teologi baru ini dimaksudkan sebagai blueprint atau guide line di dalam menapaki kehidupan modern ini. Sudah seharusnya teori atau teologi ini disempurnakan terus, terutama dalam implementasinya di masyarakat. 

Teologi didefinisikan sebagai ilmu Ketuhanan, yaitu bagaimana cara mengetahui kebenaran mutlak, atau dengan kata lain, sumber kebenaran. Di Era modern ini, para ulama juga ditantang untuk memahami perkembangan ilmu-ilmu modern, teristimewa ilmu-ilmu sosial, agar mereka dapat menemukan kebenaran di era modern ini. Teologi tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang Tuhan dengan sifat-sifat dan eksistensi-Nya, tetapi juga terkait erat dengan masalah kemanusiaan di dunia ini. Oleh karena itu kita kaum Sunni tidak cukup hanya menjalankan kewajiban agama sebagaimana yang dijabarkan dalam Rukun Iman dan Rukun Islam konvensional; kita juga harus menaruh perhatian pada masalah-masalah kehidupan seperti korupsi, keadilan, kemiskinan dan kelaparan dalam masyarakat.
 

Saya sependapat dengan Cak Nur yang memaknai iman dan akidah sebagai suatu hal yang berbeda. Iman menuntut sikap rendah hati, selalu terbuka bagi semua informasi kebenaran, tetapi sekaligus juga dinamis untuk mengejar kebenaran itu dari sumbernya, yaitu Sang Kebenaran itu sendiri yang oleh al-Qur’an Dia Yang Maha Benar itu disebut Allah. Adapun akidah sebagai sebuah paham atau madzhab kalam merupakan produk sejarah yang oleh sebagian umat Islam akidah itu dianggap telah selesai dan oleh karenanya menjadi tertutup. Implikasi dari pemahaman semacam ini tentu akan merelativisir doktrin atau madzhab dalam Islam yang telah mapan, baik dalam bidang Fiqih, Kalam, Filsafat maupun sosial-politik.


Memang kita perlu menyusun pemikiran agama dari berbagai paradigma agar bisa didapatkan pemahaman yang utuh terhadap Islam, yang sesuai dengan konteks bagi diimplentasikannya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan di dunia ini. Barangkali yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dikritisi adalah secara harfiah istilah-istilah “Dar al-Islam” dan “Dar al-Harb” tidak terdapat dalam al-Qur’an. Sebagaimana telah diisyaratkan, istilah-istilah itu banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqih; seperti halnya dengan istilah “fiqih” (fiqh) itu sendiri, bersama dengan istilah-istilah syariah (syari’ah), kalam, tasauf (tashawwuf), hikmah (falsafah) dan lain-lain—yang walaupun terdapat dalam al-Qur’an namun mempunyai makna semantik yang berbeda—istilah-istilah “Dar al-Islam” dan “Dar al-Harb” juga tumbuh sebagai bagian dari pemikiran Islam yang tertuang dalam ilmu fiqih.


Pemikiran keagamaan konvensional yang penuh muatan politik perlu diformulasi ulang agar sesuai dengan situasi dan kondisi kontemporer. Kita perlu merumuskan suatu teologi Islam yang tidak punya interest politik, bahkan terhadap kelompok Islam sendiri. Kebenaran Islam berlaku universal bagi semua makhluk baik yang percaya pada Islam maupun tidak, bukankah Tuhan bersifat Maha Penyayang (ar-Rahman) terhadap semua makhluknya. Kita juga harus mengikuti jejak Allah dalam menyampaikan kebenaran, yaitu kepada semua makhluk. Dengan demikian dakwah Islam hendaknya disampaikan kepada semua makhluk sebagai wujud dari Rahmatan lil ‘alamiin (Rahmat bagi seluruh alam). Memang kebenaran tidak hanya disampaikan secara doktriner atau normatif saja, tetapi kebenaran itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang bisa diamati secara empiris. Keadilan, sebagai salah satu bentuk dari kebenaran, harus berlaku obyektif kepada semua makhluk, tidak hanya bagi Islam saja.


Teologi baru memungkinkan umat Islam bekerjasama dengan umat agama lain secara tulus dalam menegakkan perintah Allah di wilayah publik sektor. Hal ini untuk mencegah berkembangnya sekulerisme di wilayah publik sebagaimana yang telah menimpa Barat, dengan dampak yang sangat menginjak-injak kemanusiaan secara global. Karena itu, semua umat beragama hendaknya bekerjasama mengembangkan etika global yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Perang bersama terhadap sekulerisme sesuai dengan ajaran paling inti dalam Islam, monotheisme bahwa segala sesuatu dimulai dan berakhir pada Allah. Hossein Nasr menjabarkan konsep tauhid secara meyakinkan bahwa “Unity is the nature of the Absolute, a method of integration, a means of becoming whole and also a means of realizing the profound oneness of all existence”.


[image: image1]

Dari diagram di bawah ini, kita dapat membedakan antara Islam sebagai syariah dengan fiqh, yang merupakan bentuk legal-formal syariah Islam. Bagi kalangan Sunni, teologi disini disamakan dengan Rukun Iman; sedangkan fiqh merupakan penjabaran dari kewajiban-kewajiban agama sebagaimana disebutkan dalam Rukun Islam. Fiqh ini harus mendapat legitimasi dari teologi, sebagai sumber dari ilmu Ketuhanan dan sekaligus sebagai sumber dari kebenaran. Dalam sejarah Islam, fiqh telah memerankan diri dalam sektor publik. Karena peran itu begitu menonjol maka timbul kesan kalau Islam sebagai agama yang kurang memberi kebebasan kepada individu. Dalam kenyataannya, Rukun Iman lebih mencerminkan kebebasan individu, sehingga kita bisa mengatakan sebagai sektor private karena manusia harus mempertanggungjawabkan secara langsung kepada Allah. Agar tidak ada kesan Islam mengutamakan masyarakat maka fiqh yang selama ini diperankan dalam sektor publik perlu dikurangi dominasinya agar tidak melanggar makna Rukun Iman yang bersifat private. Sudah sepatutnya bila sektor publik merupakan hasil sinthesa dari  Rukun Iman (sektor private) dan Rukun Islam (sektor umat) dan menghasilkan apa yang dinamai Rukun Publik.
 
D. PENDIDIKAN AGAMA BAGI SEKTOR PUBLIK
Semua orang sependapat kalau pendidikan merupakan faktor penentu bagi suksesnya pembangunan suatu bangsa. Akan tetapi kita sering tidak konsisten dengan keyakinan yang kita miliki. Contohnya, rendahnya perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan, dimana untuk waktu yang lama pemerintah memberi porsi anggaran pendidikan yang begitu rendah. Padahal pendidikan sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, dimana pemerintahan berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Ajaran agama juga menekankan pentingnya pendidikan ini.

Menyadari pentingnya keyakinan pada diri sendiri, pemerintah Indonesia merasa perlu mengembangkan pendidikan identitas. Pendidikan identitas diberikan lewat mata pelajaran Sejarah, PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) dan juga PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). (Abdullan, 2001: 13). Namun setelah 60 tahun merdeka, modernisasi Indonesia masih jauh panggang dari api. Posisi Indonesia terselip oleh kemajuan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara ini seperti Malaysia, Singapura, dan yang paling menyedihkan pada tahun 2002 Human Development Index (HDI) Indonesia berada pada nomor 132, satu tingkat di bawah Vietnam, suatu negara yang baru merdeka pada tahun 1975 dan lepas dari cengkeraman rezim komunis yang otoriter. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Pendidikan identitas yang dibawa oleh gerbong pendidikan Sejarah dan PPKn perlu disempurnakan guna menanggulangi krisis akut ini (Rochmat, 2002).

Pendidikan identitas tidak bisa dibatasi pada pendidikan Sejarah, PSPB dan PPKn saja. Satu hal yang sangat fundamental bagi pendidikan identitas, tetapi telah ditelantarkan adalah pendidikan agama dan juga pendidikan budaya. Semuanya harus dipertimbangkan secara proporsional dan disinergikan agar menghasilkan daya kekuatan yang luar biasa. Artikel ini berpritensi mensinergikan ketiga konsep yang dominan dalam pendidikan identitas: nasionalisme, agama, dan budaya. 

1. Permasalahan Agama dan Nasionalisme

Masalah kebudayaan nasional tidak menjadi kendala bagi Jepang, sehingga dia berhasil memodernisasi negerinya secara cepat, disamping adanya komitmen yang kuat terhadap kepercayaan yang diyakininya kalau pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Jepang tidak menghadapi ketegangan yang berarti antara agama dengan nasionalisme. Tidak mengherankan bila dalam upaya menanamkan semangat nasionalisme, guru menyuruh murid-muridnya mengunjungi tempat-tempat ibadah agama Shinto. 

Gejala perkawinan agama dan nasionalisme seperti itu tidak dijumpai di Indonesia, dimana guru sejarah mengajak murid-muridnya mengunjungi masjid atau tempat ibadah lainnya dalam rangka menanamkan semangat nasionalisme. Yang terjadi bahkan sebaliknya, pemerintah berusaha memperlemah posisi kelompok-kelompok umat beragama vis-à-vis pemerintah (Rochmat, 2005a: 136). Hal ini jelas merugikan bangsa secara keseluruhan, karena posisi kelompok-kelompok umat beragama yang lemah menjadikan mereka tidak berdaya menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Tidak heran bila praktek KKN mewabah di kalangan birokrasi pemerintah kita, suatu yang tidak dijumpai di Jepang (Rochmat, 2004: 8).

Praktek KKN di negara kita, negeri Muslim terbesar di dunia, jelas memberi citra negatif Islam pada dunia. Penyakit KKN ini disinyalir terjadi karena kita sedang mengalami split identity (kepribadian terbelah) karena agama dan nasionalisme belum dapat melangsungkan perkawinan seperti yang terjadi di Jepang. Agama jalan sendiri dan nasionalisme juga jalan sendiri, bahkan keduanya saling mencurigai dan kadang terjadi konflik yang tidak perlu. 

Berdasarkan kenyataan di atas, kebudayaan nasional merupakan faktor kunci bagi pembangunan suatu bangsa. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa yang harus kita gali dari khasanah budaya bangsa. Yang menjadi masalah, Indonesia sebagai suatu bangsa (nation state) adalah suatu yang baru, secara legal baru diproklamasikan 17 Agustus 1945. Bangsa bukan hanya merupakan material identity, tetapi juga harus termanifestasi dalam bentuk kebudayaan dan kita belum memiliki wujud kongkrit dari kebudayaan nasional itu. Padahal, budaya inilah yang merupakan elan vital suatu masyarakat, sehingga menjadi penentu bagi kesuksesan suatu bangsa. 

Memang tidak mudah merumuskan budaya nasional ini, karena harus melalui proses panjang mewujudkan solidaritas sosial; baru dapat dirumuskan suatu budaya nasional sebagai suatu bentuk dari kesadaran bersama (conscience collective). Kesadaran bersama inilah yang merupakan moralitas suatu bangsa, yang akan menjadi pedoman bagi semua komponen bangsa dalam berinteraksi satu dengan lainnya. Bila hal ini sudah berhasil dirumuskan akan memungkinkan semua komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan (Bellah, 1973: ix).

Sebenarnya soal kebudayaan nasional ini tidak menjadi masalah karena kita sudah punya pedoman normatif berupa ideologi bangsa Pancasila dan UUD 1945. Memang dari pedoman normatif ini perlu disusun rumusan operasionalnya berdasarkan pendekatan induktif, melalui observasi terhadap kondisi sosologis, historis, maupun warisan budaya yang ada. 

Titik awal bagi bergulirnya proses pembentukan budaya nasional ini adalah komitmen semua komponen bangsa untuk mengamalkan perjanjian luhur yang termuat dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Semua komponen bangsa harus terlibatkan dan atau dilibatkan secara aktif dalam penafsiran Pancasila ini. Pada kenyataannya, rezim Soekarno dan Soeharto telah memonopoli penafsiran ideologi Pancasila bagi kelanggengan kekuasaannya. Dengan demikian, pendidikan sejarah telah dikooptasi oleh pemerintah agar mendukung legitimasi kekuasaannya.

Pemerintah Order Baru, misalnya, akan menuduh siapa saja yang berani mengkritisi pemerintahannya dengan sebutan yang tidak membangkitkan buku kuduk sebagai ekstrim kanan bagi mereka dari kalangan kelompok agama maupun ekstrim kiri bagi mereka yang mendasarkan diri pada ideologi sosialisme dan komunisme. Memang nasionalisme, agama, sosialisme, maupun komunisme berangkat dari dasar pijakan yang berbeda, kalau bukan saling bertolak belakang, tetapi hal tersebut jangan sampai menuduh kelompok lain sedang melakukan makar terhadap Pancasila bila mereka tidak nyata-nyata menginjak-injak hukum positif negara melalui tindakan kekerasaan. Dan bila inipun terjadi maka hendaknya diperlakukan sebagai tindakan oknum, tidak bisa dinisbatkan kepada semua anggota organisasi itu, apalagi kepada isme-isme yang ada. 

Perbedaan titik tolak semua isme tersebut jangan sampai menciutkan hati untuk mengembangkan rasa saling percaya antar sesama komponen bangsa. Atas dasar keyakinan ini dikembangkan dialog yang sebenarnya. Dialog tidak dijadikan sarana untuk meyakinkan keberanaran pendirian kelompoknya, yang tentunya didukung berbagai klaim superioritas kelompoknya tersebut. Dialog hendaknya berangkat dari pengakuan yang setara atas eksistensi kelompok lain, lalu ada kesediaan take and give (memberi dan menerima) sebagai syarat bagi tersusunnya program bersama yang operasional. Dengan demikian, kebenaran tidak didasarkan pada klaim kebenaran masing-masing kelompok yang masih bersifat normatif itu, apalagi bila subyektif sifatnya. Kebenaran hendaknya dirumuskan bersama oleh semua komponen bangsa dalam bentuk tindakan bersama yang bermanfaat bagi kemanusiaan (Rochmat, 2005a: 65).

Adapun arah bagi proses dialog itu adalah merealisasikan nilai-nilai universal, yang akan menjadi landasan bagi fondasi kebudayaan nasional yang baru. Sebenarnya nilai-nilai universal ini sudah disebutkan dalam sila-sila Pancasila, namun Pancasila memiliki keterbatasan, karena sifatnya sebagai suatu kontrak sosial, sehingga perlu bantuan dari agama maupun budaya lokal dalam mengela-borasikannya secara operasional di masyarakat. Memang agama dan budaya dimaksudkan sebagi sumber nilai! Sedangkan Pancasila sebagai kontrak sosial lebih merupakan suatu kompromi, yang tentunya akan dimaknai sesuai dengan keyakinan masing-masing berdasarkan agama atau budaya yang dianutnya. 

Bila kita bicara masalah nasionalisme dan agama maka sebenarnya kita membicarakan dua komponen dasar yang membentuk pendidikan identitas itu, yaitu pendidikan sejarah/PPKn/PSPB di satu pihak dan pendidikan agama pada pihak lain. Selama ini kedua pihak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan pendidikan kita mengikuti paham sekulerisme, yaitu memisahkan pendidikan “keduniawian” dengan pendidikan agama. Padahal agama tidak mengenal pemisahan tegas semacam itu, karena hal yang bersifat keduniawiaan akan bermakna ibadah (kegiatan agama) bila memang kita niatkan sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan atau wujud pelaksanaan amanah Tuhan sebagai khalifah fil ardhi (penguasa di bumi).

Selama ini pendidikan identitas, yaitu pendidikan yang berusaha menanamkan semangat nasionalisme, hanya diemban oleh pendidikan sejarah/PPKn/PSPB. Hal ini jelas berbeda dengan pengalaman Jepang yang dicontohkan di atas, dimana pendidikan sejarah dan pendidikan agama saling bersinergi, bila tidak disatukan. Yang terjadi di Indonesia, pemerintah mengklaim dirinya sebagai vanguard nasionalisme yang sebenarnya karena sebagai pembela NKRI yang didasarkan pada ideologi nasional Pancasila. Secara tidak langsung, pemerintah memaknai Pancasila dengan nasionalisme. Ini jelas suatu wujud sekulerisme. Bukankah sila pertama Pancasila, Ketuhanan YME, mengamanatkan Ketuhanan itu menjiwai sila-sila yang lain!

Dalam sejarahnya, Pancasila, terutama aspek nasionalismenya, sering salah paham dengan agama, karena keduanya memiliki sejarah yang berbeda-beda dan keduanya telah berselingkuh dengan politik, yaitu berusaha menguasai suatu daerah tertentu sebagai lahan untuk mengimplementasikan sistem politik yang diyakininya. Sebagai suatu konsep, keduanya bisa diimplementasikan secara berbeda dalam sistem politik yang sama maupun berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi khas suatu daerah. Oleh karena itu keduanya tidak layak mengklaim dirinya secara eksklusif. Apalagi bagi agama yang memiliki kebenaran universal, sangat tidak layak bila mencari kekuatan politik tertentu untuk mendukung kebenarannya. Kepentingan politik justru akan membiaskan kebenaran agama yang universal itu (Rochmat, 2005b: 67).

Seharusnya nasionalisme tidak menentang agama, karena sudah diamanatkan Pancasila bahwa sila pertama menjiwai sila-sila yang lain. Dengan demikian, Pancasila sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengakui eksistensi Tuhan, sehingga semua aktivitas manusia harus mengarah kepada-Nya. Sebaliknya, agama hendaknya melepaskan klaim politik yang tidak layak itu agar dapat membimbing nasionalisme menuju kebenaran yang universal. Bila agama dapat memerankan misi mulia ini dampaknya sangat besar: (1) nasionalisme terhindar dari sekulerisme, (2) nasionalisme terhindar dari chauvinism, (3) dan kita terhindar dari split identity.

Dengan demikian, pendidikan identitas yang berpretensi dengan pewarisan dan sosialisasi semangat nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari pendidikan agama atau budaya sebagai pemberi makna dari nasionalisme itu. Pendidikan sejarah/PPKn/PSPB harus dikaitkan dengan nilai-nilai agama; dan sebaliknya pendidikan agama harus tidak melulu doktriner tetapi pengamalan agama yang aplikatif di masyarakat, termasuk juga ditampilkan sebagai wujud penanaman semangat nasionalisme. Perkawinan antara pendidikan nasionalisme dengan pendidikan agama akan memfasilitasi lahirnya budaya nasional, sebagai elan vital bagi usaha-usaha modernisasi. 

Secara kuantitatif, modernisasi Indonesia sudah cukup berhasil. Bukankah kita memiliki jumlah lulusan sarjana, master, dan doktor yang cukup banyak! Hanya saja mereka belum diberdayakan secara optimal bagi kemajuan bangsa, sehingga mereka dimanfaatkan oleh negara lain yang membutuhkan keahliannya. Namun bila dibandingkan dengan negara lain, modernisasi Indonesia berjalan lambat karena kita belum berhasil merumuskan kebudayaan nasional. Padahal kebudayaan nasional merupakan fondasi bagi berlangsungnya modernisasi. Berikut penilaian kritis Tony Barnet (1995: vii) terhadap modernisasi di dunia ketiga: 

The main problems in the Third World are not, by and large, the absence of technical specialists –countries such as India and Pakistan have these aplenty; … The main problems are sociological and political problems, the contexts within which apparently “technical” decision are taken [garis tebal adalah penekanan penulis].

2. Permasalahan nasionalisme dan budaya lokal

Seperti dijelaskan di atas, nasionalisme dengan nation-state-nya merupakan sesuatu yang baru dan masih belum jelas bentuknya. Nasionalisme dalam pengertian modern diambil dari peradaban Barat sekuler. J.R. Thackrah, sebagaimana dikutip Faisal Tehrani (2002) mendefinisikan nasionalisme secara meyakinkan: 

The concept of nation does not refer to common historical, ethnic, linguistic or religious background alone. It is based on the people’s feelings. Do they feel that they belong to the same group and share the same visions of the future? This feeling is nationalism.

Nasionalisme masih terlalu abstrak bagi sebagian besar orang. Apalagi konsep nasionalisme dan nation-state yang dipinjam dari Barat itu mengandung benih-benih sekulerisme, sehingga sulit dilakukan perkawinan dengan agama. Potensi krisis nasionalisme semakin besar ketika pemerintah menempuh kebijakan nasionalisme sebagai suatu bentuk sentralisasi. Budaya lokal yang sudah eksis di masyarakat itu tidak ditumbuh-kembangkan sebagai alat untuk memupuk nasionalisme.

Pemerintah memandang budaya lokal berpotensi melahirkan disintegrasi. Wilayah Indonesia yang begitu luas dan memiliki budaya lokal yang begitu banyak tentu tidak mudah mengaturnya. Untuk waktu yang lama mereka telah berdiri sendiri sebagai suatu entitas (entity) yang berdiri sendiri (FMIPA, 2003). Beberapa budaya lokal telah dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan politis untuk memisahkan diri dari pangkuan Republik Indonesia (RI). Lalu pemerintah melancarkan proyek sentralisasi untuk menunjukkan hegemoninya atas daerah-daerah budaya yang ada. Hegemoni pemerintah bukan dalam hal budaya tapi hegemoni ekonomi, yang nampak begitu kuat pada zaman Orba yang diuntungkan oleh petrodollar. 

Hegemoni pemerintah pusat di daerah-daerah segera terbukti tidak efektif, karena orang-orangnya gagal memerankan diri sebagai agen pembangunan akibat pembusukan dari dalam dan teori trickle down yang diyakininya tidak berjalan efektif. Mereka adalah orang-orang homo economy lupus yang pragmatis, karena sudah tercerabut dari akar tradisi dan agamanya. Padahal untuk dapat membangun suatu daerah, orang harus memahami budaya lokal yang menjadi sasaran pembangunan itu. Karena budaya lokal itu merupakan suatu sistem pengetahuan yang diyakini para pendukungnya dan berguna sebagai suatu standar untuk menilai kesuksesan suatu program. 

Memang budaya lokal kadang terkesan lambat, karena ia merupakan suatu sistem yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti sistem sosial dan sistem nilai. Oleh karena itu pembangunan yang benar tidak hanya membangun sarana fisik saja, tetapi juga meliputi pembangunan budaya. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya, disamping menyediakan bahan bacaan yang mampu mengarahkan pada terjadinya transformasi budaya. Bila hal ini dilupakan maka akan terjadi kekacauan budaya, dimana masyarakat mengalami disorientasi nilai, yang berdampak pada terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam program pembangunan (Kuntowijoyo, 1999: 5-7). 

Sekarang ini pendidikan sejarah sedang dipersimpangan jalan. Situasi politik sudah berubah, tetapi pendidikan identitas belum direfomasi secara berarti. Era otonomi daerah sudah digulirkan beberapa tahun yang lalu, tapi orientasi pendidikan identitas masih bersifat sentralistis. Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang diajarkan dari SD sampai SMA masih melanjutkan kebijakan masa Orde Lama dan Orde Baru yang bersifat sentralisitis. Buku SNI itu merupakan ringkasan buku SNI yang enam jilid itu, yang dipergunakan di PT. Oleh karena itu beban materi pelajaran sangat berat dan pendidikan terasa kering, karena hanya mementingkan segi hafalan saja. 

Pendidikan sejarah hendaknya mampu menanamkan pendidikan nilai, suatu yang menjadi ciri dari pendidikan identitas. Namun misi suci itu gagal diemban pendidikan sejarah karena memang nasionalisme yang asalnya dari peradaban Barat sekuler tidak pernah memiliki dimaksudkan sebagai sumber nilai. Peran itu hanya dapat diemban pendidikan sejarah bila ia telah mendapatkan suntikan agama, sebagai sumber nilai. Begitu juga bila ia dikawinkan dengan budaya lokal, karena budaya lokal memang memerankan diri sebagai sumber nilai.

Materi pendidikan sejarah dari SD sampai SMA hendaknya disusun ulang supaya sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik. Mengingat materi SNI hanya ringkasan materi SNI perguruan tinggi, maka isinya terlalu abstrak bagi siswa. Bukankah jaringan komunikasi siswa SD sampai SMA masih di sekitar daerah tempat tinggalnya! Oleh karena itu, pendidikan sejarah perlu memfokuskan diri pada budaya lokal, bukannya pada budaya nasional. Budaya lokal pun perlu disajikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan jaringan komunikasi siswa didik, dari obyek budaya yang paling dekat jangkauannya hingga yang lebih jauh jangkauannya. Hal ini tidak berarti materi sejarah nasional dihilangkan sama sekali, melainkan diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan budaya lokal tersebut. Dengan demikian materi sejarah nasional di suatu daerah bisa berbeda dengan materi sejenis di daerah lain (Tehrani, 2002). 
E. ANALISA BUKU PENDIDIKAN AGAMA SMP KELAS 1, 2, 3

Buku pendidikan agama yang dianalisa dalam penelitian ini merupakan buku pelajaran agama bagi siswa SMP kelas 1, 2, dan 3. Buku itu merupakan buku terbaru yang diterbitkan pada tahun 2007 dan disusun berdasarkan standar isi BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Buku yang dianalisa dalam penelitian ini berasal dari dua penerbit yang berbeda, Yudistira dan Erlangga, untuk mengetahui sejauhmana persamaan dan perbedaan materi maupun metoda dalam penyampaiannya yang disusun berdasarkan standar kompetensi yang telah ditentukan oleh BSNP. Standar Kompetensi yang ditentukan oleh BSNP dapat dipilah menjadi: Al-Qur’an, Akidah, Akhlak, Fiqih, dan Tarikh dan Kebudayaan Islam. Standar Kompetensi dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar yang harus diajarkan kepada siswa pada setiap semester. Walaupun Standar Kompetensi itu sama, namun Kompetensi Dasar pada tiap semester itu berbeda dan  disusun berdasarkan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi maupun intelektual siswa. 


Pada dasarnya materi yang disampaikan oleh penulis adalah sama, baik dari penerbit Yudistira maupun Erlangga karena disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan oleh BNSP. Materi yang diberikan maupun pembagian materi ke dalam bab oleh kedua penerbit agak berbeda, namun tidak mengurangi nilai dari Standar Kompetensi maupun Kompetensi Dasar yang telah ditentukan oleh BSNP. 


Pendekatan historis dan kontekstual baik dapat digunakan sebagai metoda dalam penyampaian pendidikan agama agar doktrin agama itu fungsional dalam kehidupan modern. Adakalanya kita tidak dapat menggunakan kedua pendekatan secara bersama-sama dalam menjelaskan suatu materi pelajaran, namun salah satu dari pendekatan itu secara sendiri-sendiri dapat digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran agama. Bahkan, baik pendekatan historis maupun kontekstual dapat digunakan pada Standar Kompetensi yang kelihatannya ekslusif dalam pendidikan agama, yaitu Al-Qur’an, Akidah, Akhlak, dan Fiqih. Satu-satunya Standar Kompetensi terkait erat dengan pendekatan historis dan kontestual adalah Tarikh dan Kebudayaan Islam. 
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